Riviu dan Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan I
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Deputi Bidang
Koordinasi
Pengembangan
Wilayah dan Tata
Ruang

Nilai Realisasi
Anggaran

NKO (Nilai Kinerja
Organisasi)

44.43%

59.62%

Saran dan 1.
Rekomendasi

100%

Perhitungan % capaian kinerja

masih ada yg salah (IKU 1.1, 1.3,
1.5,1.6,1.7).
Rumusnya Realisasi : Target x

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target
Tahun 2022

Realisasi
Triwulan Il

Capaian (%)

1.1

1.2

1.3

Sasaran Program 1.
Terwujudnya Kebijakan
Bidang Pengembangan
Wilayah dan Tafa Ruang

yang berkualitas

Indikator 1.1 Persentase
Pelaksanaan Kompilasi,
Integrasi dan Sinkronisasi IGT
serta penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang,
Kawasan Hutan, |zin, dan/atau
Hak Atas Tanah melalui
Kebijakan Satu Peta (Perpres
23/2021 dan PP 43/2021)

Indikator 1.2 Jumlah
Pembangunan Kawasan
Strategis Ekonomi (KSE) yang
Berdaya Saing

Indikator 1.3  Persentase
Penyelesaian Proyek Strateqgis
Masional (termasuk Proyek
Infrastruktur  Prioritas  yang
masuk dalam Major Project
Pricritas  Masional) melalui
KPPIP

nominal

B5%

(dari 34
provinsi)

& KSE

97% (30 dari
31 proyek)

61,56%
(dari 34
Provinsi)

MiA

12,9%

(4 dari 31
proyek)

61,56%

NIA

44,4%




1.5 | Indikator 1.5
Pelaksanaan
Kebijakan/Regulasi

Penyelenggaraan

Penyelenggaran

16 | Indikator 1.6 Persentase
(Penetapan Objek TORA,
Aset, Penyelesaian Konflik

dan Subjek RA) untuk
mendukung Program

1.7 | Indikator 1.7 Persentase
Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan Ekonomi

Timur, Jawa Barat dan
Kawasan Batam, Bintan,
Karimun)

Persentase

debottlenecking dalam
Penataan
Ruang (RTRWN, RTR Pulau,
RTR KSN, RTRWP, RTRWK
dan ROTR) serta
Pertanahan
(Pengadaan Tanah, Hak Atas
Tanah, Tanah Tedantar, Tanah
Timbul dan Hasil Reklamasi,
Bank Tanah) yang Berkualitas

Pelaksanaan Reforma Agraria
Redistribusi TORA, Legalisasi

Agraria, Pemberdayaan Tanah

Pemerataan Ekonomi (PPE)

Kawasan (Jawa Tengah, Jawa

% 80%

% 85%

% 5%

61,79%

60,76%

61.79% 6

61,79%

60,76%

B61.79% 6

Asisten Deputi
Perencanaan

Nilai Realisasi
Anggaran

NKO (Nilai Kinerja
Organisasi)

Nilai Rata-Rata
Output

Pengembangan 40.43%
Kawasan Strategis

Ekonomi/ Sesdep

26.25%

50%

Saran dan 1. Penulisan realisasi output masih belum sesuai. Realisasi
output bisa dilihat pada Renja (semua IKU).

Rekomendasi




Koordinasi Proyek
Strategis Masional

Irigasi

. Pagu Realisasi | Feaisas -
No | Koordinator'| QuiputKegialan | pnggaran | Anggaran | T | Shpar
1 PPSE Koordinasi 482 000.000 | 297.559.810 50% a50%
Wilayah Penyelesaian
Barat Pembangunan (61, 73%)
Indonesia Sektor
Bendungan,
Tanggul Pantai,
dan Sanitasi
Regulasi dan
Kebijakan
Pelaksanaan
Kegiatan Dewan
Sumber Daya Air
Nasional
2 | PPKSE Koordinasi Proyek | 481.605.000 | 236.052.109 | 50% 50%
Wilayah Strategis Masional (48,01%)
Timur dan Proyek
Indonesia Infrastruktur
Prioritas ~ Sektor

dan Proyek

Infrastruktur

Prioritas ~ Sektor

SPAM

Koordinasi

Penyusunan
Asisten Deputi Nilai Realisasi NKO (Nilai Kinerja Nilai Rata-Rata
Penataan Ruang dan | Anggaran Organisasi) Output
Pertanahan 42.22% 57.96% 61.47%
Saran dan 1. Perhitungan % capaian kinerja masih salah (semua IKU).
Rekomendasi Rumusnya Realisasi : Target x 100%




Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Triwulan Il Tahun 2022

No Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target
Tahun 2022

Realisasi
Triwulan Il

Capaian

(%)

| Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Kebijakan di Bidang Penataan Ruang
dan Pertanahan yang Berkualitas

11| Indikator 1.1 Persentase Pelaksanaan
Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi
IGT, serta penyelesaian Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin,
danfatau Hak Atas Tanah melalui
Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021
dan PP 43/2021)

85% (dari 34
Provinsi)

61,56%
(dari 34
Provinsi)

61,56%
(dari 34
Provinsi)

1.2 | Indikator 1.2 Persentase Pelaksanaan
Kebijakan/Regulasi dan debottlenecking
dalam penyelenggaran Penataan Ruang
(RTRWN, RTR Pualu, RTR KSN,
RTRWP, RTRWK, dan RDTR) serta
penyelenggaraan Pertanahan
(Pengadaan Tanah, Hak Atas Tanah,
Tanah Terantar, Tanah Timbul dan Hasil
Reklamasi, Bank  Tanah) yang
berkualitas

B0%

61,79%

61,79%

1.3 | Indikator 1.3 Persentase Pelaksanaan
Reforma Agraria (Penetapan Objek
TORA, Redistribusi TORA, Legalisasi
Aset, Penyelesaian Konflik Agraria,
Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA)
untuk mendukung Program Pemerataan
Ekonomi (FPE)

B5%

60,76%

60,76%

1.4 | |ndikator 1.4. Persentase Pelakansanaan
Percepatan Pembangunan Ekonomi
Kawasan (Jawa Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, dan Kawasan Batam, Bintan,

5%

61.79%

61,79%

Karimun
Asisten Deputi Nilai Realisasi NKO (Nilai Kinerja Nilai Rata-Rata
Penguatan Daya Anggaran Organisasi) Output
Saing Kawasan 67.68% 36.3% 50%
Saran dan 1. Pada tabel rencana aksi dapat dituliskan deskripsi tw II
Rekomendasi saja, tidak perlu pengulangan tw I. (semua IKU)

2. Tabel pelaksanaan anggaran / capaian output belum ada.
(semua IKU, kecuali IKU 3.2)

Asisten Deputi Nilai Realisasi NKO (Nilai Kinerja Nilai Rata-Rata
Ketahanan Anggaran Organisasi) Output
Kebencanaan dan 38.18% 67.45% N/A
Pemanfaatan

Teknologi

Saran dan 1. Pada tabel rencana aksi, jika status kegiatan masih
Rekomendasi tertunda maka dijelaskan penyebabnya dan perkiraan

pelaksanaannya. (IKU 1.1, 2.2)




2. Tabel pelaksanaan anggaran / capaian output belum ada.
(IKU1.1,1.2)

3. %capaian output belum ada, nilai bisa dilihat pada
aplikasi e-monev. (IKU 2.1, 2.2)

Koordinasi tindak lanjut
implementasi PP 16/2021
tentang Bangunan Gedung

Tertunda

Rencana Aksi ini akan dilanjutkan
pada Triwulan berikutnya.

Identifikasi isu dan
permasalahan dalam
implementasi PP 16,2021

tentang Bangunan Gedung,

terutama di 6 lokasi pilot
project

Tertunda

Rencana Aksi ini akan dilanjutkan
pada Triwulan berikutnya.

Debattlenecking
implementasi PP 16,2021

tentang Bangunan Gedung,

terutama di 6 lokasi pifot
project

Tertunda

Rencana Aksi ini akan dilanjutkan
pada Triwulan berikutnya.

Koordinasi percepatan
implementasi building code
untuk multi-risk disaster

Tertunda

Rencana Aksi ini akan dilanjutkan
pada Triwulan berikutnya.

10.

Pengolahan data bahan
penyusunan Policy Brief]
Policy Paper Makalah
tentang Kebijakan
percepatan penyelesaian
PSN Drone Male

Tertunda
dan
Digeser

11.

Pengolahan data bahan
penyusunan Policy Briefl
Policy Paper! Makalah
tentang Kebijakan
percepatan pembangunan
Technopark

Tertunda
dan
Digeser

12

Pengolahan data bahan
penyusunan Policy Briefl
Policy Paper! Makalah
tentang Kebijakan
percepatan penyelesaian

Tertunda
dan
Digeser

No.

Output
Kegiatan

Pagu
Anggaran

Realisasi
Anggaran

Realisasi
Output TW I

%
Capaian

Qutput

Rekomendasi
Kebijakan
Ketahanan
Kebencanaan

500.000.000

283.632.408
(58.80%)

3
Rekomendasi
Kebijakan

N/A

Rekomendasi
Kebijakan
Pemanfaatan
Teknologi

500.000.000

264.042.185
(54.829%)

3
Rekomendasi
Kebijakan

N/A




Asisten Deputi

Nilai Realisasi

NKO (Nilai Kinerja

Nilai Rata-Rata

Percepatan dan Anggaran Organisasi) Output
Pemanfaatan 37.32% 39.13% 49.08%
Pembangunan (+kppip)

Saran dan 1. Perhitungan % capaian kinerja masih ada yang salah (IKU
Rekomendasi 1.2).

Rumusnya Realisasi : Target x 100%

1.2 | Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian
Proyek Strategis Masional (termasuk
Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk
dalam Major Project Prioritas Masional)

melalui KPPIP.

Persentase

12.9%

(30 dari (4 dari 31

proyek)

proyek)

12.9%



